LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakaat&ntuan Pasal 156 a
(1) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tent
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu men
Retribusi Daerah;

b. bahwa Retribusi daerah merupakan salah
sumber pendapatan daerah yang penting
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

c. bahwa kebijakan Retribusi daerah dilaksan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
keadilan, peran serta masyarakat, dan akunta
dengan memperhatikan potensi daerah;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai
dimaksud lkruf a, huruf b, dan huruf c pe
membentuk Peraturan Daerah tentang Reti
Daerah;

Mengingat : 1. UndangUndang Gangguan (Hinder Ordona
Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana d
dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);

2. Undang-Undang Nomor 13 ahun 1950 tentai
Pembentukan Daerataerah Kabupaten Dal:
Lingkungan Provinsi Jawa Tengabh;

3. UndanguUndang Nomor 8 Tahun 1981 tent
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambe
Lembaran Negara Republik IndoreesiNomo
3209);

4. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tent
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Beba
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Ne:
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 3209);

5. UndanguUndang Nomor 36 Tahun 1999 tent
Telekomunikasi (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambs
Lembaran Negara Republik Indonesia No
3278);

6. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tent
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 3821);



7.

10

11

UndangtUndang Nomor 28 Tahun 2002 tent
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tamb:
Lembaran Negara Republik Inglesia Nomc

4247);
UndanguUndang Nomor 17 Tahun 2003 tent
Keuangan Negara (Lembaragak

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20Géntan
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  N¢
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20Q@dntan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia TaB00<
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rept
Indonesia Nomor 4389);

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tent
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung .
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Taahai
Lembaran Negara Republik Indonesia No
4400);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahuk004 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ref
IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambal
Lembaran Negara Republik IndonesNomot
4437), sebagaimana telatiubah beberapa k
terakhir dengan Undandndang Nomor 12 Tahi
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004tentan
Pemerintahan Daeralhgmbaran Negara Repuk
Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahi
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20@dntan
Perimbangan Keuangan Antara Pemeriftabat da
PemerintaharDaerah (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamb:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undangundang Nomor 38 Tahun 2004 tent
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia T
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomor 4444);,

Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tent
Administrasi Kependudukan (Lembaran Ne
Repubik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

4725);
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Undang-UndangNomor 10 Tahun 2009 tente
Kepariwisataan (Lembaran Negara Rept
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambe
Lembaran Negara Republik Indonesia No
4966);

UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tent
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Ne
Repulbk Indonesia Tahun 2009 Nomor !
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 5025);

UndangtUndang Nomor 25 Tahun 2009 tent
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repi
Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambe
Lembaran Negara Republik Indonesidomoi
5028);

UndangbUndang Nomor 28 Tahun 2009 tent
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemkt
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 5049);

UndangtUndang Nomor 32 Tahun 2009 tent
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor !
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 5060);

Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tent
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoi
Tahun 2009 Nomor 153Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



